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of Geographical Indications

Dimensi Komunal Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif
Hukum Integratif Terkait Masa Depan Indikasi Geografis
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Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading, Indonesia
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(1) Corresponding author

Abstract

This study aims to analyze the communal dimensions of geographical indication intellectual
property rights with an integrative legal perspective. This research is a normative legal
research. The results of the study confirm that the character of geographic indication rights
which have a communal basis is actually relevant to the legal character of the Indonesian people
who view intellectual property as joint property and can be used jointly. Therefore, the character
of geographical indication rights that have a communal basis in the future can be regulated
through legal instruments regarding Traditional Cultural Expressions which also contain
provisions regarding geographic indication rights. This actually requires the role of the state as
a trigger for the birth of a conducive economic climate by optimizing intellectual property in the
form of geographical indications. Future arrangements for geographic indication rights in an
integrative legal perspective can be carried out by optimizing the role of the government
(bureaucracy) as a social changer. The role of the bureaucracy is based on laws and policies
made by the central government and local governments. It is necessary to provide incentives for
communities or legal entities that have an orientation to optimize geographic indications. The
existence of incentives from the government should also be optimized in the realm of local
government so that people are motivated to optimize geographical indications which can be
used as a means to improve the economic level of the community.
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Pendahuluan
Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu hak yang dapat dimiliki oleh individu atau badan usaha berkaitan
dengan karya atau hasil pengembangan intelektualitas[1]. Dalam konteks ini, sebagai makhluk yang memiliki
orientasi intelektual (homo intelectus), manusia memiliki berbagai khasanah kekayaan intelektual yang dapat
dijadikan memiliki nilai lebih secara ekonomis[2]. Hak kekayaan intelektual dengan demikian memiliki orientasi
“ekonomis” karena sebagai hasil produk intelektualitas manusia, hak kekayaan intelektual juga memiliki orientasi
untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui aspek ekonomis.

Perkembangan hak kekayaan intelektual juga semakin masif khususnya berkaitan dengan perkembangan
kebutuhan hukum masyarakat. Hadirnya hak merek, paten, hak cipta, hak atas indikasi geografis, serta berbagai
hak kekayaan intelektual lainnya menunjukkan bahwa perkembangan hak kekayaan intelektual sejatinya relevan
dengan perkembangan kemasyarakatan[3]. Dari berbagai hak kekayaan intelektual tersebut, hampir seluruh hak
kekayaan intelektual memiliki orientasi individual yang maksudnya hak tersebut dapat memiliki nilai moral dan
ekonomis bagi individu atau subjek hukum tertentu[4]. Hal ini berarti, hak kekayaan intelektual mayoritas memiliki
dimensi privat yang menekankan pada karakter kepemilikan individu atas hasil karya dan cipta intelektualnya[5].

Hak kekayaan intelektual yang dominan bersifat privat tersebut ternyata terdapat satu hak kekayaan intelektual
yang berbeda sifat dan karakternya dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual yang dominan bersifat privat.
Hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal tersebut yaitu hak atas indikasi geografis[6]. Secara umum,
indikasi geografis merupakan hak kekayaan intelektual yang didasarkan pada daerah asal atau teritorial yang
berkaitan dengan aspek manusia serta alam maupun kombinasi antara aspek manusia dengan aspek alam. Hal ini
menegaskan, aspek kedaerahan serta faktor alam dari daerah merupakan faktor kunci bagi hak atas indikasi
geografis. Penelitian ini secara khusus berupaya menganalisis dimensi komunal hak kekayaan intelektual indikasi
geografis dengan perspektif hukum integratif. Perspektif hukum integratif digunakan sebagai pisau analisis untuk
mengoptimalkan fungsi hukum dan birokrasi dalam upayanya untuk melakukan pembaruan di masyarakat.

Penelitian mengenai hak kekayaan intelektual berupa indikasi geografis sejatinya pernah dilakukan oleh beberapa
peneliti sebelumnya, seperti: (i) Deslaely Putranti dan Dewi Analis Indriyani (2021) tentang Perlindungan Indikasi
Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta yang berfokus pada
perlindungan hukum indikasi geografis bagi salak dan batik di Yogyakarta[7]. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh
(ii) Balqis Siagian, Saidin, Suhaidi, dan Sunarmi (2021) tentang Pelindungan Hukum Atas Potensi Indikasi
Geografis Di Kabupaten Tapanuli Utara yang berfokus pada peran pemerintah daerah dalam memberikan
pemahaman mengenai indikasi geografis[8]. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (iii) Purnama Hadi
Kusuma dan Kholis Roisah (2022) tentang Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu
Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal yang berfokus pada orientasi ke depan perlindungan hak
kekayaan intelektual berbasis komunal antara indikasi geografis dan ekspresi budaya tradisional[9]. Dari ketiga
penelitian tersebut, kajian yang membahas indikasi geografis dalam perspektif hukum integratif belum pernah
dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal. Penelitian ini berupaya
menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (i) Bagaimana karakter hak indikasi geografis yang memiliki basis
komunal? Dan (ii) Bagaimana pengaturan masa depan hak indikasi geografis dalam perspektif hukum integratif?.

Metode
Penelitian ini tentang dimensi komunal hak kekayaan intelektual indikasi geografis dengan perspektif hukum
integratif merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif[10]. Bahan hukum primer dalam penelitian
ini adalah: UUD NRI 1945 dan Undang-Undang No. 16 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU
Merek dan IG). Bahan hukum sekunder yaitu: artikel, hasil penelitian, serta buku yang membahas terkait indikasi
geografis dan hukum integratif. Bahan non-hukum adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Pembahasan
Indikasi Geografis: Hak Kekayaan Intelektual Berbasis Komunal
Indikasi geografis sejatinya merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Sebagai kekayaan intelektual, maka
indikasi geografis harus memiliki substansi dan karakter dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual secara
umum dipahami sebagai hasil karya cipta manusia dengan mendayagunakan intelektualitasnya. Hal ini menegaskan
bahwa karya intelektual harus mengedepankan daya kreativitas dan intelektualitas manusia. Dalam konteks ini,
seindah dan sehebat apapun jika bukan karya manusia atau merupakan hasil intelektualitas manusia maka hal itu
tidak dapat disebut sebagai karya intelektual. Hal ini termasuk keindahan alam berupa pemandangan yang indah
yang tidak dapat terkualifikasi sebagai kekayaan intelektual dan tidak dapat mendapatkan hak kekayaan
intelektual[11].

ISSN 2443-3497 (online), https://rechtsidee.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
 Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC

BY). To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
Page 7 of 15 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2443-3497
https://doi.org/10.21070/jihr
https://umsida.ac.id
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Rechtsidee
Vol 11 (2022): December

DOI: https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.844
Article type: (Business Law)

Karya intelektual karena merupakan produk kreativitas dan intelektualitas manusia yang mendayagunakan karsa
dan ciptanya perlu mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum terkait hasil karya intelektual[12]. Hukum
dalam konteks ini harus mempu memfasilitasi berbagai aspek kehidupan manusia supaya berbagai aspek dalam
kehidupan manusia memiliki manfaat bagi manusia secara proporsional[13]. Manfaat tersebut salah satunya
berupa manfaat pribadi yaitu manfaat yang mana karya intelektual dapat menyejahterakan pribadi pembuat karya
intelektual. Selain itu, karya intelektuak juga harus berdimensi sosial, artinya memiliki aspek kemanfaatan pada
manusia pada umumnya[14].

Karya intelektual menurut hukum merupakan karya penting manusia yang berdimensi etis dan ekonomis
sekaligus[12]. Dalam dimensi etis, maka karya intelektual memiliki hak moral untuk dilekatkan pada penciptanya.
Dalam tataran moral, maka karya intelektual identik dengan pembuat karya dan hal ini merupkan conditio sine qua
non sehingga antara karya dan penciptanya tidaklah dapat dipisahkan atau dialihkan[15]. Selain aspek etis, karya
intelektual juga memiliki aspek ekonomis yang mana karya intelektual sejatinya dapat menjadikan manusia dapat
memanfaatkan pundi-pundi ekonomis untuk membiayai kehidupannya. Di era hukum modern, kepentingan
ekonomis dalam karya intelektual menjadi hal yang tidak terpisahkan[16]. Hal ini berarti, relasi antara aspek
ekonomis dan kekayaan intelektual menjadi relasi yang mutlak dan harus terjadi di era hukum modern.

Karya intelektual karena memiliki dimensi etis dan ekonomis inilah yang kemudian dapat menjadi sarana untuk
menghasilkan pundi-pundi ekonomi atau penghasilan bagi pencipta karya intelektual. Karena karya intelektual
memiliki potensi untuk memberikan dampak ekonomis bagi pembuatnya, maka karya intelektual dan relasinya
dengan penciptanya kemudian dipertegas dengan istilah “Kekayaan Intelektual”[17]. Istilah kekayaan intelektual
sejatinya relevan dengan penegasan bahwa karya intelektual dapat menjadi sarana penghasilan bagi penciptanya.
Untuk menjamin kekayaan intelektual dari suatu karya intelektual, maka hukum memberikan klasifikasi hak terkait
dengan kekayaan intelektual yang kemudian lazim disebut sebagai “Hak Kekayaan Intelektual”[18]. Hak kekayaan
intelektual sejatinya merupakan hak hukum yang artinya terbentuk oleh adanya kreasi hukum dalam rangka
memenuhi kebutuhan manusia[19]. Sebagai hak hukum, maka hak kekayaan intelektual harus mendapatkan
jaminan pengaturan oleh hukum melalui hukum positif[20].

Pentingnya jaminan hak hukum terkait hak kekayaan intelektual melalui hukum positif sejatinya didasarkan pada
tiga argumentasi, yaitu: pertama, jaminan hukum positif terkait hak kekayaan intelektual sejatinya sebagai upaya
untuk menjamin kepastian hukum terkait hak kekayaan intelektual[21]. Hukum positif berupa perumusan dalam
peraturan perundang-undangan merupakan hal penting selain untuk menjamin kepastian hukum juga sebagai
orientasi untuk menjaga konsistensi jaminan hak kekayaan intelektual. Kedua, jaminan hak kekayaan intelektual
melalui instrumen hukum sejatinya merupakan salah satu upaya untuk menyukseskan tujuan negara Indonesia
sebagaimana dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 yang secara substantif menegaskan bahwa adanya
orientasi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap
bangsa Indonesia tidak dapat dimaknai hanya melindungi secara fisik atau tubuh rakyat Indonesia, tetapi termasuk
juga melindungi-hak-hak rakyat Indonesia sebagai sarana untuk menjalani kehidupannya. Jaminan untuk
melindungi bangsa Indonesia sebagai tujuan negara dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual adalah negara
memiliki kewajiban untuk mengatur, menjamin, serta melindungi hak kekayaan intelektual dari masyarakat[22].

Ketiga, jaminan hak kekayaan intelektual melalui pengaturan hukum juga merupakan bentuk tanggung jawab
negara atas aspek moral maupun aspek ekonomis dalam hak kekayaan intelektual. Sebagai institusi sosial-
kemasyarakatan tertinggi, negara memiliki berbagai kewenangan serta tugas-tugas tertentu untuk menjamin
kemaslahatan masyarakat[23]. Negara dalam konteks ini harus aktif dan tidak boleh pasif dalam memperjuangkan
jaminan hak-hak masyarakat, khususnya jaminan hak kekayaan intelektual. Keaktifan negara dalam menjamin hak
kekayaan intelektual ini dilakukan melalui pengaturan dalam rumusan peraturan perundang-undangan. Mengacu
pada tiga argumentasi pentingnya jaminan hukum atas hak kekayaan intelektual di atas, maka jaminan melalui
hukum positif merupakan jaminan hukum yang berorientasi pada jaminan terselenggaranya hak kekayaan
intelektual yang bermanfaat setidak-tidaknya bagi pembuat karya intelektual.

Hak kekayaan sebagaimana ditegaskan sebelumnya memang memiliki karakter untuk wajib dipenuhi serta dapat
menguntungkan pencipta karya. Orientasi pada pencipta karya ini menegaskan bahwa secara dominan hak
kekayaan intelektual memiliki orientasi pribadi atau privat pada pencipta karya[24]. Hal ini dapat dilihat dari
berbagai hak kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak merek, hak atas desain tata ruang sirkuit terpadu, hak
paten, hak perlindungan atas varietas tanaman yang kesemuanya memiliki identifikasi untuk melindungi pencipta
atau pembuat karya. Dari berbagai hak kekayaan intelektual tersebut, terdapat satu hak kekayaan intelektual yang
memiliki karakter unik yaitu hak atas indikasi geografis. Ha katas indikasi geografis sejatinya merupakan hak
kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreasi intelektual manusia dan faktor lingkungan atau alam tempat
atau daerah tertentu yang memiliki ciri khusus dan memiliki “tanda khas” untuk menegaskan suatu produk
tersebut adalah hak kekayaan intelektual berupa hak atas indikasi geografis yang berasal dari daerah tertentu[7].

Pasal 1 angka 6 UU Merek dan IG sejatinya mengkategorisasikan ha katas indikasi geografis dalam berbagai unsur,
yang meliputi: (i) tanda yang mengidentifikasi dan menunjukkan suatu tempat atau daerah tertentu. Mengacu pada
unsur pertama tersebut dapat dilihat bahwa karakter utama dari indikasi geografis adalah pada aspek penanda dan
penciri suatu produk dari daerah tertentu[25]. Hal ini menegaskan bahwa suatu indikasi geografis yang merupakan
khas dari suatu daerah tidak dapat dijadikan tanda atau khas dari daerah lain. Karena merupakan penanda atau ciri
khas dari suatu daerah atau wilayah, maka indikasi geografis sudah seyogyanya mendapatkan perlindungan
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hukum[26]. Selanjutnya, (ii) karena faktor manusia, faktor alam dan lingkungan maupun kombinasinya. Unsur
kedua ini menegaskan bahwa indikasi geografis sekalipun juga memiliki peran “campur tangan” manusia, tetapi
hak tersebut juga harus mendapatkan “sentuhan” aspek lingkungan atau alam. Hal ini sejatinya relevan dengan
unsur pertama yang menegaskan bahwa indikasi geografis sebagai “penanda di suatu daerah”, maka proses
konstruksi dari indikasi geografis harus melibatkan peran lingkungan atau alam[9].

Unsur ketiga yaitu: (iii) faktor alam dan manusia tersebut menentukan kualitas dan reputasi dari benda atau
barang yang merupakan indikasi geografis. Unsur ketiga ini menegaskan bahwa sebagai penanda suatu daerah,
maka aspek alam atau faktor lingkungan harus jelas memiliki dampak signifikan atas indikasi geografis. Hal ini
sejalan dengan pandangan bahwa indikasi geografis merupakan hak kekayaan intelektual yang identifikasinya
merupakan penanda dari suatu daerah. Eksistensi hak atas indikasi geografis menurut Pasal 1 angka 7 UU Merek
dan IG sejatinya menegaskan bahwa perlindungan dan jaminan atas indikasi geografis dapat diberikan oleh negara
selama selama indikasi geografis yang terdaftar kualitas, reputasi, dan substansi indikasi geografis masih dapat
dibuktikan memiliki relevansi dengan daerah atau wilayah di mana indikasi geografis dianggap sebagai
penandanya[8].

Sebagai tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk suatu daerah, indikasi geografis dapat menampilkan
berbagai jenis tanda seperti huruf, label, gambar, kata maupun sejenisnya untuk menjelaskan dan menegaskan
bahwa ini merupakan indikasi geografis. Adanya identitas berupa tanda-tanda tertentu tersebut sejatinya
menegaskan bahwa untuk membedakan antara indikasi geografis antara satu daerah dengan daerah yang lain,
maka tanda menjadi hal terpenting untuk dapat mengidentifikasinya. Tanda tersebut juga dapat menjadi bukti
upaya dan sarana untuk menjamin kepastian hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual berupa indikasi
geografis. Dalam tataran internasional, indikasi geografis juga mendapatkan pengaturan khusus dalam Persetujuan
TRIPs yang sejatinya merupakan perkembangan lebih lanjut dari The Paris Convention for the Protection of
Industrial Property 1883 yang lazim disebut sebagai Konvensi Paris 1883[27].

Konvensi Paris tahun 1883 tersebut sejatinya sudah menegaskan mengenai aspek Indication of Source yang
kemudian menjadi istilah indikasi geografis. Konvensi Paris tersebut berupaya mengatur mengenai indikasi
geografis setidak-tidaknya didasarkan pada tiga alasan, yaitu: pertama, Konvensi Paris yang dilaksanakan pada
tahun 1883 sejatinya berkaitan dengan fenomena the great revolution yaitu revolusi industri yang mana suatu
negara atau daerah harus berlomba-lomba mendatangkan keuntungan melalui berbagai cara da upaya
ekonomi[28]. Konvensi Paris tersebut melihat peluang bagi daerah atau negara tertentu yang memiliki produk khas
yang memiliki relevansi dengan suatu daerah tertentu untuk diberi karakter khusus menjadi Indication of Source
yang kemudian lambat laun dikenal sebagai indikasi geografis. Hal ini sekaligus memperjelas bahwa Konvensi Paris
tahun 1883 yang mengatur mengenai indikasi geografis sejatinya memiliki motif ekonomis[29].

Kedua, Konvensi Paris tahun 1883 yang menegaskan pengaturan tentang indikasi geografis juga memiliki tujuan
untuk terciptanya fair competition dalam dunia bisnis terkait indikasi geografis[30]. Karena merupakan hak
kekayaan intelektual dengan identitas kedaerahan tertentu, maka indikasi geografis rentan menimbulkan
persaingan tidak sehat sehingga memerlukan pengaturan hukum supaya unfair competition tidak terjadi dalam
dunia bisnis. Konvensi Paris tersebut menegaskan bahwa iklim bisnis dapat harmonis dan memberikan manfaat
besar ketika terjalinnya kompetisi yang seimbang, proporsional, serta berbasis pada aturan main. Ketiga, Konvensi
Paris tersebut sejatinya dapat dipahami sebagai upaya dan langkah-langkah negara barat (dalam hal ini Eropa
Barat) untuk menegaskan eksistensinya terkait hasil atau produk daerah tertentu[31]. Hal ini dapat dipahami, jika
melihat pada karakter indikasi geografis yang bersifat komunal, maka justru hal ini menjadi “lahan” bagi negara-
negara timur untuk bersaing karena negara timur (khususnya di Asia) memiliki jumlah indikasi geografis lebih
banyak dari negara Eropa jika semuanya dicatatkan atau didaftarkan[32].

Dari ketiga alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua motif utama negara barat mengatur ketentuan
indikasi geografis dalam Konvensi Paris yaitu alasan ekonomis dan alasan persaingan perdagangan, khususnya
dengan negara-negara timur yang nota bene berada di Asia.Di Indonesia, ketentuan indikasi geografis sebagai
ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui
Keppres No. 7 Tahun 1994[33]. Ketentuan Keppres tersebut kemudian membuka trend peraturan perundang-
undangan terkait dengan merek dan indikasi geografis seperti UU No. 14 Tahun 1997 tentang Merek serta di tahun
2001 terkait dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perkembangan lebih lanjut pengaturan merek terbaru
diatur dalam UU Merek dan IG yang disahkan tahun 2016. Dilihat dari jenis pengaturan tersebut dapat disimpulkan
bahwa Persetujuan TRIPs dan Konvensi Paris menjadi salah satu titik anjak terkait berkembangnya pengaturan
mengenai indikasi geografis baik di dunia maupun di Indonesia[27].

Karakter “unik” dari indikasi geografis sejatinya menarik untuk dianalisis dan dikaitkan dengan cita hukum dan
kultur bangsa Indonesia. Indikasi geografis sejatinya memiliki karakter komunal dan bukan individual. Hal ini
berarti, indikasi geografis tidak dimiliki oleh perseorangan tertentu, melainkan menjadi milik daerah atau yang
bersifat komunal. Karakter “khas” dari indikasi geografis ini sejatinya relevan dengan realitas hukum bangsa
Indonesia yang mana masyarakat Indonesia cenderung melihat kekayaan intelektual menjadi milik bersama[34].
Hal ini dapat dilihat dari lagu-lagu adat di berbagai daerah di Indonesia yang tidak diketahui penciptanya[35].
Kosmologi masyarakat Indonesia yang bersifat komunalistik sejatinya memandang kekayaan intelektual adalah
milik bersama dan dapat digunakan secara bersama. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai indikasi geografis di
Indonesia dengan karakter komunal tersebut berpotensi menjadi salah satu “lumbung” kekayaan intelektual
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Indonesia[36][37]. Hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil maupun produk dari daerah di Indonesia yang sudah
terkenal hingga ke mancanegara.

Karakter hak indikasi geografis yang memiliki basis komunal sejatinya relevan dengan karakter hukum masyarakat
Indonesia yang memandang kekayaan intelektual adalah milik bersama dan dapat digunakan secara bersama.
Karakter komunal yang membedakan indikasi geografis dengan kekayaan intelektual lainnya, sejatinya harus diatur
secara khusus bukan secara bersamaan dengan UU Merek. Oleh karena itu, karakter hak indikasi geografis yang
memiliki basis komunal ke depan dapat diatur melalui UU Ekspresi Kebudayaan Tradisional yang di dlamnya juga
memuat ketentuan mengenai hak indikasi geografis. Hal ini sejatinya memerlukan peran negara sebagai pemacu
lahirnya iklim ekonomis kondusif dengan mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis.

Perspektif Hukum Integratif Terkait Masa Depan Indikasi
Geografis
Masa depan indikasi geografis sejatinya menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab tersebut antara lain
dipegang oleh masyarakat selaku tempat di mana indikasi geografis menjadi identitas dan produk bisnis yang
khas[25]. Peran masyarakat dalam hal ini penting karena masyarakat tidak hanya sekadar dituntut untuk tahu
bahwa ada potensi indikasi geografis di daerahnya, tetapi dituntut juga untuk menjaga eksistensi indikasi geografis
di suatu daerah. Selain masyarakat, peran yang tidak dapat dikecualikan adalah peran negara melalui aparatur-
aparaturnya yang lazim disebut aparatu pemerintah. Aparatur pemerintah baik di tingkat daerah maupun nasional
wajib memberdayakan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengelola masa depan indikasi
geografis[38].

Indikasi geografis di masyarakat sejatinya bukanlah hal yang terlalu familiar dikarenakan bagi masyarakat hak
kekayaan intelektual yang lazim dikenal adalah hak cipta, hak paten, merek, dan sebagainya[39]. Masyarakat
belum memahami jika potensi lokal berupa indikasi geografis dapat dimanfaatkan sebagai salah satu upaya untuk
memberdayakan aspek ekonomi masyarakat. Menurut hemat penulis, setidaknya terdapat tiga hambatan terkait
pemberdayaan masyarakat terkait dengan optimalisasi indikasi geografis yang meliputi: pertama, secara
aksiomatik dipahami bahwa masyarakat lebih mengenal hak kekayaan intelektual, khususnya yang memiliki sifat
privat seperti hak paten, hak merek, hak cipta, dan sebagainya. Indikasi geografis dengan karakter komunal jarang
dikenal oleh masyarakat Indonesia[40]. Hal ini dapat dipahami karena secara sosiologis indikasi geografis baru
dijadikan sebagai Undang-Undang bersama dengan Merek di tahun 2016[41]. Hal ini berarti, perkembangan kajian
dan perhatian mengenai indikasi geografis setidak-tidaknya terjadi pasca reformasi tahun 1998 atau lebih tepatnya
pada medium abad ke-21[42].

Kedua, masyarakat awam sejatinya mengidentifikasikan bahwa kekayaan intelektual identik sebagai invention of
science atau penemuan ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan dan kajian tertentu (sains)[9]. Masyarakat dalam
praktiknya sering menyebut semua kekayaan intelektual sebagai “paten” yang identik dengan hak paten sebagai
bagian dari penggunaan maupun rekayasa di bidang teknologi[43]. Selain itu, masyarakat juga familiar dengan hak
cipta yang mana penciptanya memiliki hak eksklusif. Hal ini berarti, masyarakat masih memandang kekayaan
intelektual sebagai kekayaan intelektual yang bersifat privat. Kekayaan intelektual ini identik dengan siapa
pencipta dan siapa pemiliknya, termasuk bagaimana cara pengalihan kepemilikannya. Hal tersebut sejatinya
berimplikasi pada pengetahuan tentang indikasi geografis sebagai hak kekayaan intelektual jarang disosialisasikan
pada masyarakat bawah (grass root). Padahal, dengan melihat potensi Indonesia sebagai “surga” indikasi geografis
maka hal ini sejatinya dapat dioptimalkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan indikasi geografis sebagai penguat
ekonomis masyarakat.

Ketiga, kebijakan pemerintah mengenai indikasi geografis juga sejatinya belum masif. Hanya pada tataran nasional
pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait indikasi geografis. Di tingkat daerah, kesadaran mengenai
indikasi geografis dapat dikatakan belum optimal bahkan beberapa daerah masih nihil dalam mengeksplorasi
ketentuan indikasi geografis[44]. Dari ketiga kendala mengenai indikasi geografis tersebut, menurut hemat penulis
salah satu kendala yang terjadi dalam pengoptimalan indikasi geografis sebagai penguat ekonomis masyarakat
yang bersifat komunal adalah dengan menempatkan instrumen hukum dan kebijakan di tingkat pusat maupun
daerah untuk mengoptimalkannya[45]. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis pendekatan hukum integratif
relevan untuk menata masa depan indikasi geografis dengan berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Hukum integratif sejatinya relevan dalam pengkajian mengenai upaya menata masa depan indikasi geografis
dengan berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat yang salah satunya adalah sebagai penguat ekonomis
masyarakat. Setidaknya terdapat tiga argumentasi mengapa hukum integratif relevan untuk menata masa depan
indikasi geografis dengan berbasis pada kesadaran dan partisipasi masyarakat, yaitu: pertama, hukum integratif
yang diperkenalkan oleh Romli Atmasasmita merupakan konstruksi paradigma pemikiran hukum yang
menyempurnakan gagasan hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dan hukum progresif dari Satjipto
Rahardjo[46]. Hukum integratif sejatinya memiliki cita-cita yang sama dengan hukum pembangunan dan hukum
progresif namun hukum integratif berupaya meneguhkan aspek “bureaucratic” sebagai titik anjak gagasannya[47].
Birokrasi atau peran negara menurut Romli Atmasasmita menjadi penting karena dengan pembangunan dan
penyadaran hukum yang dimulai dari birokrasi atau aparat negara maka masyarakat dapat meneladani tindakan
tersebut dan termotivasi untuk bersama-sama dalam melakukan pembaruan hukum.
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Kedua, hukum integratif berupaya untuk melakukan pembaruan masyarakat secara evolusioner yang artinya
pembaruan masyarakat dilakukan secara bertahap dan konsisten[48]. Hal ini relevan dengan upaya negara (dalam
hal ini pemerintah) untuk membangun budaya sadar indikasi geografis secara bertahap dengan mengoptimalkan
peran birokrasi. Ketiga, tujuan utama dari hukum integratif adalah sinergi dan koneksi yang melibatkan antara
pemerintah dengan masyarakat. Dalam pandangan hukum integratif, masyarakat dan pemerintah adalah satu
kesatuan tubuh yang harus saling bersinergi dan berkoneksi untuk mewujudkan tujuan negara. Sinergi dan koneksi
harus terjalin secara partisipatif sehingga dapat memenuhi tujuan sosial di masyarakat. Dalam konteks indikasi
geografis, maka sinergi dan koneksi yang melibatkan antara pemerintah dengan masyarakat sejatinya relevan
dengan upaya untuk memberdayakan dan mengoptimalkan indikasi geografis sebagai salah satu upaya
meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Ketiga relevansi antara hukum integratif dengan upaya negara (dalam hal ini pemerintah) untuk membangun
budaya sadar indikasi geografis secara bertahap dengan mengoptimalkan peran birokrasi menurut hemat penulis
dapat dioptimalkan dengan tiga orientasi, yaitu: pertama, pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah
dan DPR seyogyanya melakukan pengkajian dan pendalaman kembali mengenai norma pengaturan terkait dengan
indikasi geografis. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2023, ketentuan indikasi geografis disatuatapkan dengan
pengaturan mengenai merek. Padahal, menurut hemat penulis, idealnya pengaturan mengenai indikasi geografis
disejajarkan dengan pengaturan dalam Ekspresi Kebudayaan Tradisional karena sifatnya yang komunal sehingga
sejalan dan relevan dengan indikasi geografis. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya revisi atas UU Merek dan IG
dengan menjadikan IG sebagai bagian dari substansi Ekspresi Kebudayaan Tradisional yang masih “digodok”
sebagai Rancangan Undang-Undang. Kedua, pemerintah baik di pusat maupun daerah sejatinya harus memberikan
rencana jangka pendek, menengah, dan panjang terkait dengan indikasi geografis. Dalam hal ini, instrumen hukum
dan kebijakan harus dijadikan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat melalui peran birokrasi dengan
mendasarkan pada hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah Ketiga,
pemerintah seyogyanya dapat berperan dengan memberikan insentif bagi masyarakat atau badan hukum yang
memiliki orientasi untuk mengoptimalkan indikasi geografis. Adanya insentif dari pemerintah tersebut seharusnya
juga dioptimalkan di ranah pemerintah daerah sehingga masyarakat termotivasi untuk menemukan, mendaftarkan,
sekaligus menemukan indikasi geografis yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan taraf ekonomi
masyarakat.

Pengaturan masa depan hak indikasi geografis dalam perspektif hukum integratif dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan peran pemerintah (birokrasi) sebagai pengubah masyarakat, yang meliputi: pemerintah bersama
DPR diharapkan dapat melakukan adanya revisi atas UU Merek dan IG dengan menjadikan IG sebagai bagian dari
substansi Ekspresi Kebudayaan Tradisional yang masih “digodok” sebagai Rancangan Undang-Undang. Instrumen
hukum dan kebijakan harus dijadikan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat melalui peran birokrasi dengan
mendasarkan pada hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah seyogyanya dapat berperan dengan memberikan insentif bagi masyarakat atau badan hukum yang
memiliki orientasi untuk mengoptimalkan indikasi geografis. Adanya insentif dari pemerintah tersebut seharusnya
juga dioptimalkan di ranah pemerintah daerah sehingga masyarakat termotivasi untuk menemukan, mendaftarkan,
sekaligus menemukan indikasi geografis yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan taraf ekonomi
masyarakat.

Simpulan
Karakter hak indikasi geografis yang memiliki basis komunal sejatinya relevan dengan karakter hukum masyarakat
Indonesia yang memandang kekayaan intelektual adalah milik bersama dan dapat digunakan secara bersama.
Karakter komunal yang membedakan indikasi geografis dengan kekayaan intelektual lainnya, sejatinya harus diatur
secara khusus bukan secara bersamaan dengan UU Merek. Oleh karena itu, karakter hak indikasi geografis yang
memiliki basis komunal ke depan dapat diatur melalui UU Ekspresi Kebudayaan Tradisional yang di dlamnya juga
memuat ketentuan mengenai hak indikasi geografis. Hal ini sejatinya memerlukan peran negara sebagai pemacu
lahirnya iklim ekonomis kondusif dengan mengoptimalkan kekayaan intelektual berupa indikasi geografis.
Pengaturan masa depan hak indikasi geografis dalam perspektif hukum integratif dapat dilakukan dengan
mengoptimalkan peran pemerintah (birokrasi) sebagai pengubah masyarakat, yang meliputi: pemerintah bersama
DPR diharapkan dapat melakukan adanya revisi atas UU Merek dan IG dengan menjadikan IG sebagai bagian dari
substansi Ekspresi Kebudayaan Tradisional yang masih “digodok” sebagai Rancangan Undang-Undang. Instrumen
hukum dan kebijakan harus dijadikan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat melalui peran birokrasi dengan
mendasarkan pada hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemerintah seyogyanya dapat berperan dengan memberikan insentif bagi masyarakat atau badan hukum yang
memiliki orientasi untuk mengoptimalkan indikasi geografis. Adanya insentif dari pemerintah tersebut seharusnya
juga dioptimalkan di ranah pemerintah daerah sehingga masyarakat termotivasi untuk menemukan, mendaftarkan,
sekaligus menemukan indikasi geografis yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan taraf ekonomi
masyarakat.
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